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PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN 

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN 

SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 

1945, tujuan Negara Republik Indonesia didirikan adalah 

untuk melindungi segenap bangsa mewujudkan 

kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut dalam perdamaian dunia; 

b. bahwa untuk mengantarkan seluruh rakyat Indonesia 

bebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan 

kemalasan perlu dikembangkan Perpustakaan umum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 

c. bahwa kelembagaan Perpustakaan umum di provinsi 

dan/atau kabupaten/kota merupakan salah satu urusan 

wajib non dasar sebagaimana diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 

d. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka 

seluruh provinsi dan/atau kabupaten/kota di Indonesia 
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yang telah membentuk kelembagaannya berupa dinas 

Perpustakaan; 

e. bahwa sesuai dengan analisis data mengenai organisasi 

dan tata kerja kelembagaan pada dinas Perpustakaan di 

provinsi dan/atau kabupaten/kota ternyata umumnya 

anggarannya rata-rata sangat kecil dibandingkan dengan 

organisasi perangkat daerah lainnya di daerah tersebut; 

f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf e dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 

(3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2020, perlu disusun Petunjuk Operasional 

Pengelolaan Dana Alokasi   Khusus   Fisik   Bidang   

Pendidikan   Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 

2020; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu 

menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang 

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus 

Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan 

Daerah Tahun 2020; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 225); 

13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 257); 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

477), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1850); 

16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 323); 

17. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 699); 



2020, No. 95 
-5- 

18. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

700); 

19. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala 

Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional; 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI 

KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG 

PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2020. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

2. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang 

selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai 

kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang 

pendidikan yang merupakan urusan daerah.  

3. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang 

Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut DAK 

Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah adalah dana yang 
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dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan bidang pengembangan 

Perpustakaan yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan Prioritas Nasional. 

4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dalam hal ini 

adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

6. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan 

dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai 

Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, 

Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, 

Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring 

Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 

7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan umum yang 

berkedudukan di tingkat provinsi dan/atau/atau 

kabupaten/kota sebagai bagian dari organisasi perangkat 

daerah dalam bentuk dinas Perpustakaan. 

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 

yang menangani urusan bidang Perpustakaan. 

9. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, 

karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional 

dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi para pemustaka. 

10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi 

yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan 

kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung 
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jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 

Perpustakaan. 

11. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-

pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan 

fungsi Perpustakaan. Misalnya tenaga teknis komputer, 

tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis 

ketatausahaan. 

12. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal 

yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, 

pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau 

lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang 

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang 

Perpustakaan. 

14. Gedung adalah bangunan yang didirikan dan/atau 

diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau 

seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan/atau 

perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat 

manusia untuk melakukan kegiatan bertempat tinggal, 

berusaha, bersosial-budaya, dan kegiatan lainnya. 

15. Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan adalah 

bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan dalam 

suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di 

atas, atau di dalam tanah dan/atau perairan secara tetap 

yang berfungsi sebagai ruang publik tempat untuk 

melakukan kegiatan layanan Perpustakaan. 

16. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya 

disingkat TIK, adalah perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi untuk menunjang layanan Perpustakaan. 

17. Bahan Perpustakaan adalah semua informasi dalam 

bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. 
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Pasal 2 

Ruang Lingkup dalam Petunjuk operasional ini meliputi: 

a. pengajuan, penilaian, pengalokasian dan penyaluran 

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan 

Daerah; 

b. pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang 

Perpustakaan Daerah; 

c. menu kegiatan dan rincian menu kegiatan DAK Fisik 

Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah; 

d. kriteria teknis pelaksanan kegiatan DAK Fisik Bidang 

Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah;  

e. pelaporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan 

Subbidang Perpustakaan Daerah; dan 

f. pemantauan dan evaluasi DAK Fisik Bidang Pendidikan 

Subbidang Perpustakaan Daerah. 

 

Pasal 3 

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan 

Daerah digunakan untuk: 

a. pembangunan gedung fasilitas layanan Perpustakaan 

umum provinsi dan/atau kabupaten/kota; 

b. perluasan gedung fasilitas layanan Perpustakaan; 

provinsi dan/atau kabupaten/kota; 

c. renovasi gedung fasilitas layanan Perpustakaan umum 

provinsi dan/atau kabupaten/kota; 

d. pengadaan perabot fasilitas layanan Perpustakaan umum 

provinsi dan/atau kabupaten/kota; 

e. pengadaan TIK fasilitas layanan Perpustakaan umum 

provinsi/kabupaten/ kota; dan 

f. pengembangan bahan Perpustakaan untuk Perpustakaan 

umum provinsi dan/atau kabupaten/kota 

 

Pasal 4 

Pengelolaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah 

dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Operasional 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan 

Nasional ini.  

 

Pasal 5 

Kelengkapan dan kepatuhan penyampaian laporan akan 

menjadi pertimbangan terhadap alokasi DAK Fisik Subbidang 

Perpustakaan Daerah pada tahun berikutnya. 

 

Pasal 6 

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Januari 2020 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

                 ttd 

 

      MUHAMMAD SYARIF BANDO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 5 Februari 2020 

  

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

  

              ttd               

  

WIDODO EKATJAHJANA 
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